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Abstrak 
Pengelolaan anggaran LIPI termasuk Kedeputian Bidang IPT LIPI berubah menjadi sistem sentralisasi. Kebijakan 
sentralisasi pengelolaan anggaran ini merupakan hal baru di lingkungan LIPI sehingga tidak mudah 
diimpelementasikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sentralisasi pengelolaan 
anggaran di Kedeputian IPT LIPI Bandung dan kendala yang dihadapi dengan menggunakan metode penelitian 
kualitatif deskriptif melalui wawancara dan data sekunder. Data yang terkumpul diseleksi, diedit dan disajikan 
dalam narasi. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan sentralisasi pengelolaan anggaran di 
Kedeputian IPT LIPI Bandung diimplementasikan berdasarkan keputusan Kepala LIPI No. 206/F/2019 tentang 
Penetapan Satuan Kerja sebagai dasar kebijakan sentralisasi anggaran. Keputusan tersebut diturunkan kedalam 
beberapa keputusan Deputi IPT LIPI yang mengatur tentang susunan pelaksana sentralisasi pengelolaan anggaran, 
tugas dan tanggungjawab serta proses bisnis kegiatan sentralisasi pengelolaan anggaran. Namun implementasi 
kebijakan tersebut mengalami kendala komunikasi, SDM, sarana-prasarana, disposisi dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP). Oleh karena itu rekomendasi yang diberikan meliputi penambahan jumlah, peningkatan 
kompetensi dan integritas SDM, penyempurnaan dan sosialisasi SOP serta koordinasi secara periodik. Implikasi 
penelitian ini yaitu perbaikan proses implementasi kebijakan sentralisasi pengelolaan anggaran di Kedeputian IPT 
LIPI Bandung sehingga efektivitas dan efisiensi riset serta inovasi dari unit kerja bidang penelitian dapat tercapai. 
 
Kata Kunci: Sentralisasi, Desentralisasi, Standar Operasional Prosedur 
 
Abstract 
LIPI budget management, including the Deputy for IPT, LIPI changed to a centralized system.  This study aims to 
analyze the implementation of centralization of budget management in the Deputy of IPT LIPI Bandung and the 
obstacles faced by using descriptive qualitative research methods.  From the results of this study it was concluded that 
the policy of centralizing budget management at the Deputy of IPT LIPI Bandung was implemented based on the 
decision of the Head of LIPI No.  206 / F / 2019 concerning Determination of Work Units as the basis for budget 
centralization policy.  This decision was derived into several decisions of the Deputy of IPT LIPI which regulate the 
composition of the executors of centralized budget management, duties and responsibilities as well as the business 
processes of centralized budget management activities.  However, the implementation of this policy encountered 
obstacles in communication, human resources, infrastructure, disposition and SOP.  The recommendations include 
increasing the number, competence and integrity of human resources, improving and disseminating SOPs and periodic 
coordination. The implication of this research is the improvement of the implementation process of the centralized 
budget management policy at the Deputy of IPT LIPI Bandung so that the effectiveness and efficiency of research and 
innovation can be achieved. 
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Sejak awal tahun 2020 LIPI mulai memberlakukan 
sentralisasi pengelolaan anggaran. Struktur 
pengelolaan anggaran yang sebelumnya bersifat 
desentralisasi dimana setiap Satuan Kerja memiliki 
dan mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) sendiri, berubah menjadi sentralisasi 
dengan DIPA hanya ada di tingkat kedeputian dan 
beberapa Satuan Kerja yang secara struktur berada 
langsung di bawah Kepala LIPI serta Sekretariat 
utama LIPI. Satuan kerja yang diberi kewenangan 
tersebut, antara lain yaitu:  
Tabel 1. Keweangan Satuan Kerja 
No. Nama Satuan kerja 
Anggaran 
Lingkup 
1. Deputi Bidang Ilmu 
Pengetahuan Teknik 
Penelitian Teknik 
2. Deputi Bidang Ilmu 
Pengetahuan Hayati 
Penelitian Hayati 







































11.. Pusat Pemanfaatan 












Sumber : (Keputusan Kepala LIPI No.206/F/2019 
Tentang Penetapan Satuan Kerja Anggaran LIPI T.A. 
2020, 2019) 
 
Dari dua belas Satuan Kerja Anggaran 
yang ditetapkan, tujuh diantaranya 
bertanggungjawab dalam pengelolaan 
anggaran multi Satuan Kerja, salah satunya 
adalah Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan 
Teknik (IPT) LIPI. Kedeputian Bidang IPT LIPI 
bertanggungjawab dalam pelaksanaan 
pengelolaan anggaran untuk tujuh Satuan 
Kerja, antara lain yaitu: 
1. Pusat Penelitian Kimia  
2. Loka Penelitian Teknologi Bersih  
3. Pusat Penelitian Metalurgi dan Material  
4. Pusat Penelitian Elektronika dan 
Telekomunikasi  
5. Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan 
Mekatronik  
6. Pusat Penelitian Informatika  
7. Pusat Penelitian Fisika  
Sentralisasi pengelolaan anggaran yang 
diimplementasikan di Kedeputian Bidang IPT 
LIPI sama halnya dengan definisi sentralisasi 
yaitu kewenangan pengambilan keputusan 
yang didasarkan pada pemimpin atau pusat 
organisasi (Cummings, 1995)  serta A 
centralized organization will typically have a 
high degree of hierarchical authority and low 
levels of participation in decisions about policies 
and resources (Andrews, R; Boyne, GA; Law, J; 
Walker, 2009). Senada pula dengan 
pemahaman sentralisasi sebagai pemusatan 
seluruh wewenang kepada sejumlah kecil 
manajer atau yang berada di posisi puncak 
pada suatu struktur (Nuradhawati, 2019). 
Pembentukan sentralisasi anggaran 
Kedeputian Bidang IPT LIPI bertujuan 
mencapai efektivitas penggunaan anggaran, 
akuntabilitas laporan keuangan serta agar unit 
kerja bidang penelitian fokus melakukan 
penelitian sehingga dapat menghasilkan riset 
dan inovasi yang efektif dan efisien. Tujuan ini 
dasarkan pada kelebihan-kelebihan yang 
dimiliki oleh sistem sentralisasi yaitu (Ibeng, 
2020):     
1. Organisasi menjadi lebih ramping dan 
efisien; 
2. Perencanaan dan pengembangan 
organisasi lebih terintegrasi; 
3. Sumber daya dapat dikelola secara lebih 
efisien; 
4. Satu aset dapat dipergunakan secara 
bersama-sama; 
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5. Adanya kesatuan instruksi sehingga 
koordinasi dapat lebih mudah 
dilaksanakan; 
6. Keahlian anggota organisasi dapat 
dimanfaatkan secara maksimal. 
Penelitian (Yunindhar & Nugroho, 2018) 
menyampaikan kelebihan sentralisasi yaitu 
pemerintah pusat tidak terganggu 
permasalahan yang timbul akibat perbedaan 
karena seluruh keputusan dan kebijakan 
dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. 
Namun tidak menutup kemungkinan 
sentralisasi juga memiliki kelemahan. 
Kelemahan sentralisasi meliputi low down 
operations, delays decision making, reduces 
scope for specialization, discourages initiative, 
lacks adaptability to change, overburden on top 
management, bureaucratic leadership, poor 
upward communication (M Prachi, 2018).  
Sentralisasi juga dapat mengakibatkan 
kecepatan pengambilan dan kualitas 
keputusan menurun, demotivasi dan 
disinsentif bagi pengembangan unit organisasi, 
respon terhadap perubahan lingkungan 
melambat serta kompleksitas pengelolaan 
meningkat (Sudarwati & Sayekti, 2011). 
 Disamping itu sistem sentralisasi juga 
tidak mudah diimplementasikan sepertinya 
halnya sentralisasi pengelolaan anggaran di 
Kedeputian Bidang IPT LIPI yang harus 
mengelola anggaran tujuh Satuan Kerja 
dengan jenis dan karakter penelitian yang 
berbeda-beda. Tanggungjawab yang dimiliki 
semakin besar bila dibandingkan dengan 
sistem desentralisasi serta mengubah pola 
pikir pengelola anggaran dan ASN di 
Kedeputian Bidang IPT LIPI bukanlah 
pekerjaan mudah, yang dapat diubah dalam 
waktu singkat. Hal ini menjadi motivasi bagi 
penulis untuk menganalisis bagaimana 
implementasi kebijakan sentralisasi anggaran 
di Kedeputian Bidang IPT LIPI Bandung dan 
kendala yang dihadapi serta 
merekomendasikan perbaikan.  
Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teori implementasi kebijakan 
Edward III. Ada banyak teori implementasi 
kebijakan seperti teori Ripley dan Franklin 
(Akib, 2008) yang menyatakan bahwa  
keberhasilan implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu tingkat 
kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di 
atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana 
diatur dalam undang-undang, kelancaran 
rutinitas dan tidak adanya masalah, 
pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang 
dikehendaki dari semua program yang ada 
terarah. 
Namun Edward III mengungkapkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi kebijakan secara 
lebih lengkap sehingga lebih memungkinkan 
untuk menjawab kendala yang mungkin 
terjadi dalam implementasi sentralisasi 
pengelolaan anggaran di Kedeputian IPT LIPI 
Bandung. Menurut Edward III (Widodo, 2010) 
faktor-faktor  yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : 
Pertama, komunikasi yang 
mensyaratkan implementor mengetahui apa 
yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran 
kebijakan harus ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran sehingga akan mengurangi 
distorsi implementasi.  
Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang meliputi jumlah yang mencukupi, 
kompetensi dan kapabilitas 
mengimplementasikan kebijakan. Sumber 
daya anggaran, sumber daya peralatan, 
sumber daya informasi yang meliputi cara 
melaksanakan kebijakan, data kepatuhan para 
implementor dan pihak–pihak lainnya 
terhadap kebijakan yang ditetapkan serta 
sumber daya kewenangan dalam 
melaksanakan kebijakan juga menjadi sumber 
daya yang turut mempengaruhi keberhasilan 
implementasi. 
Ketiga, disposisi yang berhubungan 
dengan komitmen, kejujuran, sifat demokratis 
implementor. Hal yang perlu dicermati yaitu : 
implementor yang dipilih adalah orang-orang 
yang berdedikasi dan  melaksanakan kebijakan 
seperti yang diinginkan pembuat kebijakan; 
pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai 
dengan kemampuan, kapabilitas, kompetensi;  
pembentukan sistem pelayanan publik secara 
optimal; penilaian terhadap kinerja indvidu; 
insentif dengan cara menambah keuntungan 
atau biaya tertentu untuk mendorong 
implementor melaksanakan perintah dengan 
baik. 
Keempat, struktur birokrasi harus 
kondusif agar tidak menghambat 
implementasi kebijakan. Hal yang perlu 
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diupayakan yaitu membuat Standard 
Operating Procedures (SOP) yang lebih 
fleksibel, melaksanakan fragmentasi untuk 
menyebar tanggungjawab ke berbagai 
kegiatan atau program pada beberapa unit. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif dengan berpedoman pada 
pandangan Straus dan Corbin (Salim dan 
Syahrum, 2012) yang mengungkapkan 
“Metode kualitatif merupakan penelitian yang 
prosedur penemuannya tidak menggunakan 
prosedur statistik atau kuantifikasi”. 
Sedangkan Ibnu Hajar (Salim dan Syahrum, 
2012) mengungkapkan “ Metode kualitatif 
disajikan dalam bentuk deskripsi naratif”.  
Penelitian ini juga menggunakan teknik 
purposive sampling. Penulis akan 
mewawancarai informan utama yang terdiri 
dari Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP), 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola 
Sistem Akuntansi Instansi (SAI), 
Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara 
(BMN)/Persediaan dan informan tambahan 
yaitu Staf Pengelola Keuangan (SPK), 
perwakilan dari Satuan Kerja di Kedeputian 
Bidang IPT LIPI Bandung yaitu Kepala 
Subbagian Tata Usaha dan peneliti. Sedangkan 
data sekunder diperoleh dari buku, artikel di 
jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan, 
publikasi pemerintah, informasi dari 
organisasi, hasil survei terdahulu, catatan 
publik mengenai peristiwa resmi serta catatan 
perpustakaan.  
John Creswell (Raco, 2010) 
berpandangan “Penelitian melalui proses 
bertahap dalam siklus mulai dari identifikasi 
masalah, reviu kepustakaan, penentuan dan 
memperjelas tujuan, pengumpulan data dan 
interpretasi data”. Penulis juga melakukan hal 
yang sama. Data yang terkumpul dipilih, 
diseleksi serta diperbaiki Jika masih 
meragukan dan terdapat kesalahan tanpa 
mengurangi orginalitas data. Setelah diedit 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Kebijakan Sentralisasi 
Pengelolaan Anggaran di Kedeputian 
Bidang IPT LIPI Bandung 
Deputi Bidang IPT LIPI menetapkan 
pejabat perbendaharaan kedeputian sesuai 
dengan Keputusan Deputi IPT Nomor B-
15900/IPT/HK.01.03/XII/2019 yang terdiri 
dari : 
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
2. Pejabat Penguji SPP/Penandatangan SPM 
(Surat Perintah Bayar)  
3. Bendahara Pengeluaran  
4. Bendahara Penerimaan   
Pejabat perbendaharaan kedeputian 
berkedudukan di Jakarta sedangkan tim 
pengelola DIPA kedeputian berkedudukan di 
kawasan Bandung yang bertanggungjawab 
atas Satuan Kerja Pusat Penelitian Elektronika 
dan Telekomunikasi, Pusat Penelitian Tenaga 
Listrik dan Mekatronik, Pusat Penelitian 
Informatika dan Loka Penelitian Teknologi 
Bersih kecuali Pengurus/Penyimpan Barang 
Milik Negara (BMN)/Persediaan serta petugas 
pemeriksa barang yang ditempatkan di setiap 
Satuan Kerja. Susunan Pengelola DIPA 
dibentuk berdasarkan Keputusan Deputi 
Bidang IPT LIPI Nomor: B-
3805/IPT/HK.01.03/V/2020 tentang 
Perubahan Susunan Tim Pengelola Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian 
Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun Anggaran 
2020, meliputi : 
1. Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) 
2. Staf Pengelola Keuangan (SPK) kawasan 
Bandung  
3. Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
kawasan bandung yang terdiri dari 
penanggungjawab, koordinator, ketua, 
anggota  
4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
5. Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara 
(BMN)/Persediaan serta petugas pemeriksa  
Sentralisasi pengelolaan anggaran di 
Kedeputian Bidang IPT LIPI juga mengacu 
pada empat proses bisnis.  
Pertama, pengajuan perjalanan dinas 
melalui pengajuan permohonan kepada Kepala 
Satuan Kerja dilampiiri dengan surat 
undangan atau dokumen yang disetarakan. 
Setelah disetujui, Kepala Satuan Kerja 
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berkoordinasi dengan Deputi dan Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian Bidang 
IPT LIPI. Perjalanan dinas yang harus 
memperoleh persetujuan Deputi IPT meliputi 
perjalanan dinas ke luar negeri, perjalanan 
dinas dengan nilai diatas Rp. 2.000.000/orang 
serta perjalanan dinas lebih dari 3 orang 
dalam satu lokasi/kota tujuan yang sama. PPK 
Kedeputian Bidang IPT LIPI meneliti Rencana 
Anggaran Belanja (RAB) perjalanan dinas. 
Apabila disetujui, Kepala Satuan Kerja 
menerbitkan surat tugas dan lembar SPPD. 
Kemudian pemohon menyerahkan surat tugas, 
lembar SPPD 1 dan 2, surat undangan dan 
disposisi kepada Bendahara Pengeluaran serta 
BPP. Bendahara Pengeluaran ataupun BPP 
mencairkan uang muka perjalanan khusus 
untuk biaya tiket dan hotel. Setelah kegiatan 
perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas 
menyerahkan pertanggungjawaban SPPD 
kepada Bendahara Pengeluaran atau BPP. 
Bendahara Pengeluaran ataupun BPP hanya 
memberikan penggantian biaya perjalanan 
dinas bagi yang telah menyerahkan bukti 
pertanggungjawaban SPPD secara lengkap.  
Kedua, pengajuan konsumsi rapat 
kepada Kepala Satuan Kerja dengan 
melampirkan RAB dan surat permohonan. 
Rapat dengan konsumsi harus memenuhi 
syarat yaitu : dihadiri tamu undangan dari 
eselon II lainnya, jumlah peserta rapat minimal 
25 orang, apabila dokumen 
pertanggungjawaban tidak lengkap, maka 
rapat selanjutnya tidak diberikan konsumsi. 
Kepala Satuan Kerja menerbitkan surat 
undangan rapat dilanjutkan dengan 
persetujuan Deputi Bidang IPT LIPI dan PPK 
IPT LIPI dengan melampirkan surat undangan 
tersebut. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 
memesan konsumsi rapat kepada penyedia. 
Setelah rapat selesai dilaksanakan, 
penangungjawab kegiatan menyerahkan 
daftar hadir dan notulen kepada BPP atau 
Bendahara Pengeluaran. BPP melakukan 
pembayaran kepada vendor setiap bulan atau 
jika tagihan sudah mencapai sebesar Rp. 
30.000.000.  
Ketiga, pengajuan bahan penelitian  
kepada Kepala Satuan Kerja dengan 
melampirkan RAB dan surat permohonan. 
Kemudian PME Kedeputian IPT LIPI 
melakukan evaluasi mengacu pada list 
persetujuan pengadaan bahan dilanjutkan 
evaluasi oleh PPK dan Deputi Bidang IPT LIPI. 
PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk 
melakukan proses pengadaan barang dan jasa 
dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000 
sedangkan pengadaan diatas Rp. 200.000.000 
dengan cara lelang melalui ULP LIPI.  
Keempat, pengajuan Perawatan 
Peralatan dan Mesin kepada Kepala Satuan 
Kerja dengan melampirkan RAB dan surat 
permohonan. Kemudian Kepala Satuan Kerja 
mengajukan kepada Deputi Bidang IPT LIPI 
dan diketahui PPK IPT LIPI serta Pejabat 
Pengadaan Barang/Jasa. Deputi dan PPK 
Bidang IPT LIPI mengevaluasi dengan 
mengacu pada list persetujuan pemeliharaan 
peralatan dan mesin. Alokasi perawatan 
peralatan dan mesin disediakan bagi Satuan 
Kerja sebesar Rp. 105.000.000,-/satuan 
kerja/tahun. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 
melaksanakan pengadaan barang dan jasa 
melalui rekanan. Kemudian kuitansi, faktur 
penjualan, faktur pajak, Berita Acara Serah 
Terima (BAST) diserahkan kepada BPP atau 
Bendahara Pengeluaran.  
Berdasarkan penelitian di lapangan 
diperoleh hasil bahwa meskipun proses bisnis 
telah disediakan untuk menjadi pedoman 
implementasi kebijakan sentralisasi anggaran, 
namun beberapa kendala masih kerap terjadi. 
Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian 
(Yunindhar & Nugroho, 2018) evaluasi 
sentralisasi Direktorat Audit Kepabeanan dan 
Cukai yang memuaskan dengan lima faktor 
yang menunjukkan hasil positif dari tujuh 
faktor yang ditetapkan.  
Namun tidak berbeda jauh dengan hasil 
penelitian (Amalia & Bachtiar, 2014) yang 
berjudul Analisis Penerapan Sistem 
Sentralisasi Pengelolaan Keuangan di 
Universitas Indonesia yaitu adanya kendala 
kemampuan teknis SDM, proses menjadi lebih 
panjang, beban kerja SDM serta belum adanya 
SOP. Kendala-kendala yang dihadapi dalam 
implementasi sentralisasi pengelolaan 
anggaran di Kedeputian Bidang IPT LIPI 
Bandung, antara lain : 
Pertama, kendala komunikasi yang 
terjadi dikarenakan lokasi bekerja yang 
berbeda antara BPP, Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa, Petugas BMN-Persediaan dengan 
PPK dan Bendahara Pengeluaran sehingga 
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mempersulit terjalinnya komunikasi yang 
intens. BPP dan Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa mengungkapkan “Ketika 
permasalahan terkait pengelolaaan anggaran 
muncul, pengelola DIPA di kawasan Bandung 
harus berkomunikasi dengan PPK melalui 
telepon atau whatsapp sehingga 
memperlambat pengambilan keputusan”.  
Kendala komunikasi juga kadang terjadi 
diantara petugas BMN-Persediaan dengan 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.   Dalam 
wawancara, Petugas BMN-Persediaan dan 
pengelola SAI menyampaikan “Untuk dapat 
menginput data bahan penelitian ke dalam 
aplikasi persediaan, Pengelola SAI 
membutuhkan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), 
kuitansi serta Berita Acara Serah Terima 
(BAST), tetapi dokumen-dokumen tersebut 
kadang belum tersedia ketika dibutuhkan”.  
Informasi yang seragam diperoleh pula 
dari hasil wawancara dengan BPP, Pejabat 
Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI), dan SPK bahwa, 
sentralisasi anggaran ini baru diterapkan 
beberapa bulan sehingga tim Pengelola DIPA 
maupun Pejabat Perbendaharaan masih 
belajar beberapa hal baru yang berbeda 
dengan proses bisnis sebelumnya. Seperti yang 
disampaikan oleh BPP melalui wawancara 
“Saat ragu melakukan pembayaran, saya harus 
menanyakan terlebih dahulu kepada 
Bendahara Pengeluaran, PPK bahkan Deputi.  
Disamping itu kondisi pandemi covid-19 
juga mengakibatkan komunikasi tidak dapat 
berjalan dengan intens. Intensitas pertemuan 
diantara tim pengelola DIPA kawasan LIPI 
Bandung semakin jarang.     
Untuk mengatasi kendala-kendala 
komunikasi tersebut diperlukan adanya 
koordinasi secara periodik antara pejabat 
perbendaharaan Kedeputian Bidang IPT LIPI 
dengan pengelola DIPA Kedeputian Bidang IPT 
LIPI Bandung melalui virtual dikarenakan 
lokasi yang berbeda. Untuk itu Kedeputian 
Bidang IPT LIPI harus menyediakan media 
seperti akun zoom, google meet, skype, 
facetime, slack, cisco webex dan lainnya. Biaya 
penggantian pulsa atau kuota perlu diberikan 
jika pejabat perbendaharaan dan pengelola 
DIPA kedeputian IPT LIPI Bandung 
berkoordinasi melalui telepon atau whatsapp 
pribadi.  
Di penelitian lainnya kendala 
komunikasi dalam pelaksanaan anggaran  
dikarenakan perbedaan persepsi, dan 
terbatasnya sharing informasi (Harivarman, 
2017). Tidak berbeda jauh dengan hasil 
penelitian ini yaitu lokasi bekerja yang 
berbeda, ketidaksiapan dokumen serta 
kurangnya pemahaman terhadap proses bisnis 
yang baru dan pandemi covid-19 
mengakibatkan munculnya kendala dalam 
komunikasi. Oleh karena itu koordinasi secara 
periodik melalui virtual perlu dilakukan. 
Kedua, kendala Sumber Daya. Melalui 
wawancara dengan Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa dan Pengelola SAI diperoleh 
informasi adanya kendala SDM yaitu beban 
kerja sebagian besar Pejabat Perbendaharaan 
dan tim Pengelola di kawasan Bandung 
menjadi lebih berat, terutama dialami oleh 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola 
SAI khususnya yang menangani BMN-
Persediaan. Masing-masing pengelola ini 
bertanggungjawab atas Pusat Penelitian 
Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI, Pusat 
Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi 
LIPI dan Pusat Penelitian Informatika LIPI. 
Oleh karena itu diperlukan penambahan satu 
orang pegawai yang memiliki kemampuan 
administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dan 
satu orang pegawai yang memahami bidang 
BMN dan persediaan demi kelancaran tugas-
tugas pengadaan dan BMN. Namun berbeda 
dengan BPP kawasan Bandung yang beban 
kerjanya semakin sedikit. BPP tidak memiliki 
kewenangan untuk menandatangani segala 
bentuk dokumen dan dibantu oleh beberapa 
Staf Pengelola Keuangan (SPK).  
Kepala Subbagian Tata usaha 
menyampaikan “Meskipun Satuan Kerja tidak 
lagi memiliki dan mengelola anggaran, namun 
saya tetap harus mengkoordinasikan 
pengajuan bahan-bahan penelitian, perjalanan 
dinas bahkan terkadang pengajuan konsumsi 
rapat padahal jabatan yang mengerjakan 
tugas-tugas tersebut sudah ditiadakan”.    
Kemampuan manajemen personel juga 
masih menjadi permasalahan. Penulis 
memperoleh informasi dari Pengelola SAI dan 
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bahwa 
kegiatan pengadaan barang beberapa kali 
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mengalami kendala terutama terkait dengan 
dokumen administrasi pengadaan yang harus 
dilengkapi. Terlambatnya penyerahan 
dokumen pengadaan oleh pejabat pengadaan 
barang/jasa mengakibatkan waktu untuk 
penginputan dalam aplikasi SIMAK BMN dan 
aplikasi persediaan semakin terbatas sehingga 
risiko kesalahan penginputan semakin besar 
dan proses rekonsiliasi data antara aplikasi 
SIMAK BMN dengan aplikasi SAIBA juga 
mengalami keterlambatan. Kemampuan 
manajemen personel sangat penting bagi 
Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola DIPA 
karena sebagian besar dari jabatan tersebut 
memiliki tanggungjawab yang semakin besar. 
Oleh karena itu kompetensi Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa perlu ditingkatkan termasuk 
seluruh Pejabat Perbendaharaan dan 
Pengelola DIPA Kedeputian Bidang IPT LIPI 
Bandung baik yang berkaitan tentang 
pengetahuan anggaran dan keuangan maupun 
kemampuan soft skills untuk menumbuhkan 
profesionalisme, integritas, komitmen, 
kemampuan manajemen. Seperti halnya pada 
penelitian sebelumnya, kendala SDM juga 
terjadi dalam pelaksanaan anggaran meliputi 
kualitas dan pendidikan yang rendah serta 
usia aparatur (Supit, 2017).    
Sarana-prasarana juga memiliki kendala 
tersendiri. Kegiatan pengelolaan anggaran 
sebagian terintegrasi dalam aplikasi Intra LIPI. 
Intra LIPI merupakan sistem informasi untuk 
kebutuhan layanan internal LIPI yang salah 
satu didalamnya adalah menu perjalanan 
dinas. Menu perjalanan dinas ini 
sesungguhnya membantu mempercepat 
proses pengajuan perjalanan dinas pegawai 
mengingat pengurusan perjalanan dinas tidak 
lagi di Satuan Kerja masing-masing melainkan 
di tingkat Kedeputian IPT LIPI Bandung. 
 Peneliti dan BPP menginformasikan 
bahwa menu tersebut masih jarang digunakan 
oleh pegawai dikarenakan banyak pegawai 
tidak mengetahui cara penginputannya bahkan 
ada pegawai yang tidak mengetahui adanya 
menu tersebut. Sosialisasi menu layanan 
perjalanan dinas di Intra LIPI perlu dilakukan 
agar seluruh pegawai dapat mengetahui 
bagaimana cara mengaplikasikannya. 
Permasalahan lainnya berhubungan dengan 
alat komunikasi. Lokasi bekerja yang berbeda 
kota antara pengelola DIPA Kedeputian Bidang 
IPT LIPI Bandung dengan Pejabat 
Perbendaharaan yang berada di Jakarta 
mengakibatkan koordinasi dilakukan melalui 
telepon atau handphone sehingga ada biaya 
tambahan yang harus dipersiapkan. 
Dari variabel ini disimpulkan bahwa 
kendala SDM berkaitan dengan beban kerja 
yang lebih berat dan kurangnya kemampuan 
manajemen SDM sehingga dibutuhkan 
penambahan jumlah dan peningkatan 
kompetensi SDM sedangkan kendala sarana -
prasarana meliputi menu perjalanan dinas di 
aplikasi Intra LIPI yang masih jarang 
digunakan. Oleh karena itu perlu adanya 
sosialisasi.  
Ketiga, kendala disposisi. Berdasarkan 
hasil pengamatan dan wawancara dengan 
Kepala Subbagian Tatausaha dan peneliti yang 
merupakan ketua salah satu kelompok 
penelitian, bahwa masih ada pegawai yang 
belum merubah pola pikir mengenai 
pengelolaan anggaran. Misalnya masih ada 
pegawai yang meminta uang perjalanan dinas 
diawal padahal dengan kebijakan sentralisasi 
anggaran pegawai hanya diberikan uang muka 
perjalanan, khusus untuk biaya tiket dan hotel. 
Berdasarkan proses bisnis pengadaan, 
konsumsi rapat dilakukan oleh penyedia yang 
sudah berkontrak tetapi proses tersebut tidak 
selalu dilakukan. Kendala disposisi ini juga 
ditemukan dalam penelitian sebelumnya yaitu 
berkaitan dengan kurangnya komitmen 
pelaksana (Bachtiar, 2018). Dari kendala 
disposisi yang ditemukan pada penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa masih ada pegawai 
yang belum dapat merubah pola pikir 
mengenai pengelolaan anggaran.   
Keempat, kendala struktur birokrasi. 
Said Zainal Abidin mengungkapkan bahwa 
kebijakan terdiri dari yaitu : kebijakan umum 
yang menjadi pedoman pelaksanaan baik 
bersifat positif ataupun negatif yang meliputi 
keseluruhan wilayah atau instansi yang 
bersangkutan, kebijakan pelaksanaan yang 
menjabarkan kebijakan umum, kebijakan 
teknis yang berada di bawah kebijakan 
pelaksanaan (Kaya et al., 2017). Sesungguhnya 
Kedeputian Bidang IPT LIPI menyusun 
beberapa kebijakan teknis namun belum 
disosialisasikan kepada seluruh pegawai 
disebabkan kurangnya respon dari Satuan 
Kerja ketika SOP tersebut disampaikan.  Oleh 
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karena itu SOP wajib disosialisasikan kepada 
seluruh pegawai di Kedeputian Bidang IPT 
LIPI Bandung sekaligus sebagai bentuk 
legitimasi pimpinan untuk menuntut ketaatan 
dari seluruh pelaksana SOP dan seluruh 
pegawai.  
Penyempurnaan SOP juga perlu 
dilakukan dengan menambah SOP pengajuan 
belanja modal peralatan dan mesin dan 
instruksi kerja yang lebih operasional sehingga 
pegawai tidak bingung harus bagaimana dan 
kepada siapa ketika akan mengajukan 
permohonan. Seluruh pengelola anggaran juga 
harus berkomitmen mengimplementasikan 
sentralisasi anggaran sesuai dengan SOP yang 
telah ditetapkan. 
Pada hasil penelitian pengelolaan 
keuangan di KPU Porvinsi Maluku 
diungkapkan bahwa pengelolaan keuangan 
tidak berjalan sesuai dengan prosedur dan 
aturan yang telah ditetapkan (Bachtiar, 2018). 
Sedangkan kendala SOP yang dapat 
disimpulkan dalam penelitian ini yaitu belum 
dilaksanakannya sosialisasi SOP kepada 
seluruh pegawai dan perlunya 
penyempurnaan SOP dan instruksi kerja. 
 
SIMPULAN 
Implementasi sentralisasi pengelolaan 
anggaran di Kedeputian IPT LIPI Bandung 
mengacu pada Keputusan Kepala LIPI, Deputi 
IPT LIPI serta beberapa proses bisnis. Dalam 
pelaksanaannya implementasi kebijakan 
sentralisasi pengelolaan anggaran terkendala 
dalam hal SDM yaitu beban kerja yang terlalu 
berat di beberapa personel serta kemampuan 
manajemen yang masih harus ditingkatkan; 
sarana-prasarana yaitu aplikasi Intra LIPI yang 
mengakomodir pengajuan perjalanan dinas 
belum dimanfaatkan secara optimal, 
koordinasi harus melalui alat komunikasi 
karena lokasi bekerja berbeda; kendala 
disposisi yaitu masih ada pegawai yang belum 
merubah pola pikir lama serta kendala SOP 
yang belum efektif dalam mendukung 
implementasi kebijakan sentralisasi 
pengelolaan anggaran dikarenakan sosialisasi 
belum dilaksanakan. Oleh karena itu 
rekomendasi yang diberikan adalah 
penambahan jumlah SDM di bagian Pengadaan 
Barang/Jasa dan BMN/Persediaan, 
peningkatan kompetensi SDM, SOP – SOP 
disempurnakan dan wajib disosialisasikan 
kepada seluruh pegawai, koordinasi dilakukan 
secara periodik melalui zoom, google meet, 
skype, facetime, slack, cisco webex. 
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